
BUPATI BUTON SELATAN 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN  BUPATI BUTON SELATAN 
NOMOR :  12  TAHUN 2021 

 
TENTANG 

 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN   

KABUPATEN BUTON SELATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI BUTON SELATAN, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur 
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota, makna dalam rangka penyesuaian 
Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 

Kabupaten Buton Selatan, dipandang perlu meninjau 
kembali Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten 
Buton Selatan serta Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 

tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton Selatan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan  Peraturan Bupati 

Buton Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kabupaten Buton Selatan; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi 

Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887),sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran 
dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283); 

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Buton Selatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Buton Selatan; 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMADAM 
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  KABUPATEN BUTON 

SELATAN 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati  ini,  yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Selatan. 

5. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten 

Buton Selatan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Peneyelamatan 

Kabupaten Buton Selatan. 

7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas 

berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 

keterampilan tertentu di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan Kabupaten Buton Selatan. 

 
BAB II 

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH 
 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah  

 

Pasal 2 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Bidang 
Kebakaran diwadahi dalam bentuk Dinas. 

 
 

 



Bagian Kedua 

Nomenklatur Perangkat Daerah  
 

Pasal 3 

Nomenklatur perangkat yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub 
Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan. 

 
Bagian Ketiga 

Tipe Perangkat Daerah  
 

Pasal 4 

(1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

diklasifikasikan atas tipe C. 

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan 

hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang 

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub 

Kebakaran. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
 

BAB III 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

 

Pasal 5 

(1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan 
pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Ketentraman dan 

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Bidang Kebakaran. 

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas 
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 
 

Pasal 6 

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas 

menyelenggarakan tugas : 

a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan 

penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah 

kabupaten/kota; 

b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi serta pemeliharaan 

sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; 

c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non 

kebakaran; 

d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran; 

e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran; 

f. melakukan investigasi kejadian kebakaran; 



g. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan 

fungsional analis kebakaran; 

h. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi 

membahayakan  manusia, selain kecelakaan dan bencana; 

i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; 

j. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 

k. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku 

kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan atau penanggulangan 

kebakaran; 

l. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi 

korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran; 

m. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara 

terintegrasi; dan 

n. melakukan penyajian data kebakaran yag akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 7 

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Pencegahan; 

d. Bidang Pemadaman, Penyelematan dan Sarana Prasarana; 

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran 

Peraturan ini. 
 

BAB IV 
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS 

 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

 

Pasal 8 

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Pemadam Kebakaran  yang 

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan serta bertanggung 

jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas. 

(2) Dalam melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. menyusun kebijakan umum dinas dalam penyelenggaraan administrasi 

maupun bidang berdasarkan kewenangan dan kondisi objektif 

dilapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas; 



b. merumuskan program kerja dinas yang meliputi kesekretariatan, bidang 

pencegahan, serta bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana 

prasarana; 

c. mengoordinasikan penyusunan program kerja dinas yang mengacu pada 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kebijakan Bupati, 

kondisi objektif serta ketentuan yang berlaku; 

d. membina bawahan secara umum maupun secara teknis dalam 

pencapaian program dinas dengan memberikan petunjuk pemecahan 

masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai 

ketentuan; 

e. mengarahkan bawahan dalam pencapaian program dinas dengan 
memberikan petunjuk yang sesuai dengan pedoman dan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

f. menyelia pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang pencegahan, serta 

bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana; 

g. memecahkan masalah yang dihadapi bawahan dalam merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi, monitoring dan membuat laporan 

kegiatan/ program pada dinas sesuai dengan pedoman dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

h. menandatangani dan/atau membubuhkan paraf pada naskah dinas 

sesuai dengan tugas dan ketentuannya; 

i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan 
sebagai bahan dalam penyusunan sasaran pada tahun berikutnya dan  

menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang 

dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengembangan karir; 

j. melaporkan dan memberi saran kepada atasan terhadap capaian kinerja 

dinas; 

k. melaksanakan kebijakan umum dan teknis dinas; 

l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemadam Kebakaran 

dan Penyelamatan; 

m. melaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait; 

n. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan dinas; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 
 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

 

Pasal 9 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan 

Ketatausahaan yang meliputi urusan keuangan, umum dan perlengkapan, 
serta kepegawaian serta mengoordinasikan penyusunan program, evaluasi 

dan pelaporan dinas. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
 

 



Pasal 10 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), 

Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 

a. pengoordinasian penyusunan program dan anggaran; 

b. pelaksanaan pengelolaan keuangan; 

c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang 

milik negara/ daerah; 

d. pembinaan aparatur;  

e. pengelolaan urusan kepegawaian; dan 

f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Sekretaris mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. merencanakan standar operasional kerja sekretariat dinas berdasarkan 

rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas; 

c. memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan urusan tata 

usaha, perlengkapan, keuangan, aset, perencanaan dan pelaporan serta 

pembinaan kepegawaian; 

d. menyelia pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan keuangan 

serta sub bagian umum dan kepegawaian; 

e. mengatur urusan tata usaha, perlengkapan, keuangan, aset, 

perencanaan program dan keuangan, pelaporan serta pembinaan 

kepegawaian; 

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian 

perencanaan dan keuangan serta sub bagian umum dan kepegawaian; 

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada 

atasan; 

h. melaksanakan pengaturan tata naskah dinas dan rumah tangga dinas; 

i. melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna pembinaan disiplin dan 

pembinaan karir bawahan; 

j. melaksanakan inventarisasi seluruh barang bergerak dan tidak bergerak 

milik dinas; 

k. melaksanakan dan memberi petunjuk pemeliharaan keamanan dan 

ketertiban lingkungan kerja dinas; 

l. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perpustakaan dan 

dokumen arsip dinas; 

m. melaksanakan pengelolaan database kepegawaian, perencanaan dan 

pengembangan pegawai; 

n. melaksanakan pengelolaan, evaluasi, pengawasan dan pengendalian 

perencanaan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik lisan maupun tertulis. 
 

 



Pasal 11 

(1) Sekretariat terdiri atas : 

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. dan 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 
 

Pasal 12 

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas menghimpun pedoman dan 

petunjuk teknis serta melaksanakan urusan pengoordinasian program, 
evaluasi dan pelaporan program dinas, penyusunan anggaran, 

penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan koordinasi penyusunan program anggaran; 

b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran; 

c. penyiapan pelaporan kinerja; 

d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan: 

e. penyiapan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan 

anggaran; 

f. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan; 

g. penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntasi dan pembukuan keuangan; 

h. pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran; 

i. penyiapan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta 

tambahan penghasilan bagi pegawai; 

j. penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan 

k. penyiapan bahan pertanggungjavvaban pengelolaan keuangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas 

jabatan sebagai berikut : 

a. merencanakan kegiatan operasional program kerja Sub Bagian 

Perencanaan dan Keuangan; 

b. mengarahkan, membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

c. menyelia pelaksanaan program kerja bawahan agar sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar 

yang ditetapkan; 

e. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat 

mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; 

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada 

atasan; 



g. melaksanakan penyiapan bahan dan menyusun rencana teknis 

kebutuhan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan pembuatan daftar usulan kegiatan, membuat daftar gaji 

dan melaksanakan penggajian; 

i. melaksanakan penyiapan proses administrasi terkait dengan 

penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. melaksanakan perbendaharaan keuangan; 

k. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran untuk periode 

tahunan dan lima tahunan; 

l. melaksanakan pengelolaan dan verifikasi anggaran, pembukuan dan 

laporan keuangan; 

m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas; 

n. melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan 

baik lisan maupun tertulis. 
 

Pasal 13 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan 

tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah 
tangga, fasilitasi barang milik negara/daerah, dan administrasi jabatan 

fungsional. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan urusan persuratan; 

b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; 

c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor; 

d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara/daerah; 

e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural; dan 

f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi 

jabatan fungsional. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas 

jabatan sebagai berikut : 

a. merencanakan kegiatan operasional program kerja sub bagian umum dan 

kepegawaian; 

b. mengarahkan, membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran 

tugas; 

c. menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar berjalan lancar; 

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar 

yang ditetapkan; 

e. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat 

mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; 

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada 

atasan; 



g. melaksanakan, menghimpun pedoman dan petunjuk teknis mengelola 

urusan  ketatausahaan; 

h. mengelola tata usaha kepegawaian meliputi penyusunan daftar urut 

kepangkatan, nominatif dan data base pegawai serta rekapitulasi absensi 

pegawai untuk tertibnya administrasi kepegawaian; 

i. meneliti dan menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin, 
kesejahteraan usulan pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan 

hukum pegawai serta pengembangan sumber daya manusia melalui 

pendidikan dan pelatihan teknis; 

j. meneliti dan mengelola kelengkapan berkas usulan kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, pensiun, mutasi dan cuti pegawai; 

k. mengelola urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokoler 

serta urusan administrasi perjalanan dinas; 

l. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi surat menyurat dan 

ketatalaksanaan serta mengelola arsip dan dokumentasi;  

m. mengelola urusan perlengkapan kantor dan sarana prasarana serta 

melaksanakan inventarisasi barang milik daerah/negara yang menjadi 

tanggung jawab dinas; 

n. menyusun laporan pelaksanaan program kerja sub bagian umum dan 

kepegawaian; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan 

baik lisan maupun tertulis.  
 

Bagian Ketiga 

Bidang Pencegahan 
 

Pasal 14 

(1) Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyusun pedoman teknis 

pembinaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan perencanaan Bina 

Teknis Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan dan Bina Personil. 

(2) Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. 

 

Pasal 15 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), 

Bidang Pencegahan  menyelenggarakan fungsi : 

a. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan 
penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah 

kabupaten/ kota; 

b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan 

peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; 

dan 

c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran 

(BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat 

atau dunia usaha.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Pencegahan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 



a. merencanakan operasional kegiatan bidang pencegahan; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai prestasi kerja 

bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;  

d. menyelia pelaksanaan tugas seksi pencegahan dan inspeksi, seksi 

peningkatan kapasitas aparatur, serta  seksi pemberdayaan masyarakat 

dan dunia usaha; 

e. mengatur pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan;  

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pencegahan 

dan inspeksi, seksi peningkatan kapasitas aparatur, serta  seksi 

pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha; 

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada 

atasan;  

h. mengoordinasikan pemetaan daerah rawan bencana; 

i. melaksanakan publikasi kebijakan pemerintah dalam hal penyelenggaraan 

pelayanan dalam bidang pencegahan kebakaran; 

j. melaksanakan identifikasi bahaya kebakaran, penilaian risiko dan 

monitoring; 

k. melakukan pembinanaan serta pengawasan terhadap masyarakat dalam 

pelaksanaan tugas pencegahan dan pengawasan bahaya kebakaran; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan 
baik lisan maupun tertulis. 

 

Pasal 16 

(1) Bidang Pencegahan, terdiri atas : 

a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi; 

b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan 

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan. 
 

Pasal 17 

(1) Seksi Pencegahan dan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16     

ayat (1) huruf a, mempunyai tugas : 

a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian 
resiko kebakaran dan penyelematan, diantaranya penyedian dan 

pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem 

Proteksi Kebakaran; 

b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan 

kebakaran dan penyelamatan dalam daerah; dan 

c. melakukan pendataan, inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi 

sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelematan dalam daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut :  



a. merencanakan kegiatan seksi pencegahan dan inspeksi; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

c. menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar tercipta kelancaran tugas; 

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan; 

e. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat 

mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; 

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada 

atasan; 

g. melaksanakan kegiatan perancangan  keselamatan kebakaran; 

h. melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, pembinanaan, penyuluhan  

dan sosialisasi bahaya kebakaran; 

i. melaksanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka 

perencanaan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam 

rangka penanggulangan bencana; 

j. mengoordinasikan pemetaan daerah rawan bencana dengan kajian 

strategis, teoritis dan pragmatis; 

k. melaksanakan penyusunan dan menetapkan prosedur tetap penanganan 

pencegahan bencana dan tanggap siaga; 

l. melaksanakan operasional pengawasan, pengecekan, pemantauan/ 

monitoring dalam rangka pencegahan kebakaran; 

m. melaksanakan penyuluhan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam 

pencegahan dan penanganan kebakaran; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan 
baik lisan maupun tulisan. 

 

Pasal 18 

(1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : 

a. melakukan perencanaan kebijakan, analis dan kajian kebutuhan, serta 

penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; 

b. melakukan program kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas 

aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan 
peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta 

mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan 

c. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi 

penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan 

penyelamatan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai uraian tugas 

jabatan sebagai berikut : 

a. merencanakan kegiatan seksi peningkatan kapasitas aparatur; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

c. menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar tercipta kelancaran tugas; 



d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan; 

e. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat 

mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; 

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada 

atasan; 

g. melaksanakan rencana kerja di bidang keterampilan tenaga 

penanggulangan kebakaran; 

h. menyiapkan kegiatan penyusunan standar kompetensi petugas 

kebakaran; 

i. melaksanakan pembinaan dan pelatihan teknis kualifikasi aparatur 

petugas pemadam kebakaran; 

j. melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan 
dan pelatihan dasar dan/atau lanjutan meliputi pencegahan, 

penanggulangan dan penyelamatan kebakaran; 

k. mengadakan asuransi kecelakaan kerja atau BPJS ketenagakerjaan bagi 

personil anggota pemadam kebakaran; 

l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang keterampilan 
tenaga penanggulangan kebakaran, bimbingan teknis terhadap unit-unit 

operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana lain 
terhadap pertolongan/penyelamatan jiwa sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan 

baik lisan maupun tertulis. 

 

Pasal 19 

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1), huruf c, mempunyai tugas : 

a. melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha 
dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan 

Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan Kebakaran 

(Satlakar), dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG); 

b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan 

kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (Balakar), Satuan Relawan 
Kebakran (Satlakar) dan Manajemen Keselamatam Kebakran Gedung 

(MKGG) baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemn 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan 

c. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada 
kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di daerah dalam 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha mempunyai 

uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia 

usaha; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

c. menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar tercipta kelancaran tugas; 



d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan; 

e. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat 

mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; 

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada 

atasan; 

g. melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan dan pelatihan teknis kepada warga 

masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/ swasta 

lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta 

penyelamatan; 

h. melaksanakan publikasi pemberdayaan masyarakat dan pelatihan; 

i. membentuk tenaga sukarelawan kebakaran dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat; 

j. membentuk tenaga medis kebakaran; 

k. melaksanakan sosialisasi/ penyuluhan melalui media luar ruang, media 

cetak dan elektronik; 

l. melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan ketahanan masyarakat  

terhadap bahaya kebakaran; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan 

baik lisan maupun tertulis. 
 

Bagian Keempat 
Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana 

 

Pasal 20 

(1) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di 

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana. 

(2) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 
 

Pasal 21 

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), 
Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan 

fungsi : 

a. penyelenggaraan layanan respon cepat), pengendalian operasi, 

penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah 
dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran 

dalam daerah; 

b. penyelenggaraan layanan respon cepat, pengendalian operasi, 

penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban serta terdampak 

kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non 

kebakaran; dan  

c. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, 
pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan 

penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana 
kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi 

dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan 



kabupaten, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan 

dapat dipertanggungjawabkan.  

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana 

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. merencanakan operasional kegiatan bidang pemadaman, penyelamatan 

dan sarana prasarana; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran tugas; 

c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai prestasi kerja 

bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;  

d. menyelia pelaksanaan tugas seksi pemadam kebakaran, seksi 
penyelamatan dan evakuasi, serta  seksi sarana prasarana, informasi dan 

pengolahan data; 

e. mengatur pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan;  

f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas seksi pemadam 

kebakaran, seksi penyelamatan dan evakuasi serta seksi sarana 

prasarana, informasi dan pengolahan data; 

g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada 

atasan;  

h. menyusun program pengadaan, rehabilitasi, pemeliharaan dan perawatan 

sarana/ prasarana pemadam kebakaran; 

i. melaksanakan inventarisasi semua sarana dan prasarana pemadam 

kebakaran serta mengefektifkan dan mengoptimalkan penggunaannya; 

j. menyelenggarakan upaya pengendalian pemadaman kebakaran, 
penyelamatan dan evakuasi, sarana prasarana, informasi dan pengolahan 

data; 

k. mengoordinasikan bantuan operasi pemadaman kebakaran dan/atau 

operasi penyelamatan di luar daerah; 

l. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan 

baik lisan maupun tertulis. 

 

Pasal 22 

(1) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, terdiri atas : 

a. Seksi Pemadaman Kebakaran; 

b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; dan 

c. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data. 

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadaman, 

Penyelamatan dan Sarana Prasarana. 

 

Pasal 23 

(1) Seksi Pemadaman Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22       

ayat (1) huruf a, mempunyai tugas : 



a. menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran 

dalam daerah, serta pemadaman pengendalian penanganan bahan 

berbahaya beracun kebakaran di daerah; 

b. menyelenggarakan layanan respon cepat (response time) penanggulangan 

kebakaran di daerah; dan 

c. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi 

pemadaman dan pengendalian kebakaran di daerah. 

(2) Dalam melaksankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut : 

a. merencanakan kegiatan seksi pemadaman kebakaran; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

c. menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar tercipta kelancaran tugas; 

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan; 

e. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat 

mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; 

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada 

atasan; 

g. menyusun bahan pedoman dan standar teknis pelaksanaan pemadaman 

kebakaran; 

h. memimpin operasi pemadaman kebakaran di lokasi kebakaran sesuai 

Standar Operasional Prosedur yang ada; 

i. memantau, mengatur, dan mengawasi pelaksanan pemadaman kebakaran 

di lokasi kebakaran; 

j. mengoordinasikan dan kerja sama di lokasi kebakaran dalam pelaksanaan 
pemadaman kebakaran dengan Organisasi Perangkar Daerah, Instansi 

Pemerintah/ swasta dan masyarakat; 

k. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran; dan 

l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan 

baik lisan maupun tertulis. 

 

Pasal 24 

(1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

ayat (1) huruf b, mempunyai tugas : 

a. menyelenggarakan layanan respon cepat operasi penyelamatan dan 

evakuasi korban serta terdampak kebakaran dalam daerah; 

b. menyelenggarakan layanan respon cepat operasi penyelamatan dan 

evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non 

kebakaran lainnya dalam daerah; dan 

c. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi 
korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan 

operasi darurat non kebakaran lainnya dalam daerah. 



(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Penyelamatan dan Evakuasi mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut : 

a. merencanakan kegiatan Seksi Penyelamatan dan Evakuasi; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

c. menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar tercipta kelancaran tugas; 

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan; 

e. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat 

mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; 

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada 

atasan; 

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi penyelamatan dan 

evakuasi; 

h. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup seksi penyelamatan 

dan evakuasi berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program 

kerja dinas; 

i. memimpin operasi penyelamatan dan evakausi di lokasi darurat sesuai 

Standar Operasional Prosedur yang ada; 

j. melaksanakan operasi penyelamatan dan evakuasi dan/atau pengerahan 

bantuan sumber daya dalam penyelamatan pada kondisi darurat 

kebakaran dan/atau kondisi darurat lainnya selain kebakaran; 

k. melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis operasi penyelamatan pada 

kondisi darurat kebakaran dan/atau kondisi darurat lainnya selain 

kebakaran; 

l. melaksanakan koordinasi dan kerja sama di lokasi darurat dalam 
pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi dengan Organisasi 

Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan 

baik lisan maupun tertulis. 
 

Pasal 25 

(1) Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :  

a. menyelenggarakan analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi dan 
inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam 

kebakaran dan penyelamatan, dan alat pelindung diri petugas, serta 
menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelematan serta 

terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten, pengolah dan 
penyajian data kebakaran dan penyelamatan, verifikasi/validasi data dan 

laporan kebakaran dan penyelamatan; 

b. menyelenggarakan fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan 
evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi 

kelompok masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 

dan 

 



c. menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan 

perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat 
perlindungan diri petugas, dan sarana prasarana pemadam kebakaran 

bagi masyarakat. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data mempunyai 

uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. merencanakan kegiatan seksi penyelamatan dan evakuasi; 

b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

c. menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar tercipta kelancaran tugas; 

d. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan; 

e. mengevaluasi hasil capaian pelaksanaan tugas bawahan agar dapat 

mencapai target dan kualitas yang telah ditetapkan; 

f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran kepada 

atasan; 

g. menyusun bahan pedoman dan standar teknis penyediaan, pemeliharaan, 
pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana pencegahan maupun 

penanggulangan kebakaran serta penyelamatan; 

h. mengoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana pencegahan 

maupun penanggulangan kebakaran serta penyelamatan dengan instansi 

terkait; 

i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan prasarana dan 

sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 

j. manginformasikan ketersediaan dan kelayakan serta menyiapkan sarana 

pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan; 

k. mengatur dan mengendalikan jalur komunikasi operasi pemadaman 

kebakaran dan penyelamatan; 

l. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi 

manajemen pemadaman kebakaran dan penyelamatan; 

m. menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi untuk 

mendukung operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 

n. melaksanakan kegiatan latihan gabungan operasi pemadaman kebakaran 
dan penyelamatan dengan Institusi terkait lainnya di dalam daerah 

maupun luar daerah tugas; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan 

baik lisan maupun tertulis. 
 

Bagian Kelima 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

 

Pasal 26 

(1) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

huruf e, dapat dibentuk di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan 
Penyelamatan Kabupaten Buton Selatan merupakan unsur pelaksana teknis 

dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis 

penunjang tertentu. 



(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penyelamatan Kabupaten Buton Selatan berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(3) Penentuan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton Selatan terdiri atas : 

a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang 
besar dengan jumlah beban kerja 10.000  (sepuluh ribu) atau lebih jam 

kerja efektif pertahun; dan 

b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang 
kecil dengan jumlah beban kerja antara 5.000 (lima ribu) sampai dengan 

kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) jam kerja efektif pertahun.  

(4) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A sebagaimana dimaksud ayat (3)     

huruf a, terdiri atas : 

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(5) Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B sebagaimana dimaksud ayat (3)   

huruf b, terdiri atas : 

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(6) Ketentuan mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton Selatan diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada 

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. 
 

Bagian Keenam 
Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Pasal 27 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
teknis dinas sesuai bidang keahliannya. 

 

Pasal 28 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri 

dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati 

dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala 

Dinas. 

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

 
 



BAB V 

TATA KERJA 
 

Pasal 29 

(1) Setiap pejabat unit organisasi dan/atau kelompok jabatan fungsional dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi baik secara internal maupun eksternal.  

(2) Setiap pejabat melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas secara 

profesional dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan 
tugasnya kepada atasan langsung secara hierarki sesuai dengan jenjang 

jabatan dengan senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. 

(3) Setiap pejabat melakukan pengawasan melekat kepada bawahan atas 
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas. 

 

Pasal 30 

(1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas bawahan, setiap pejabat 

wajib melakukan upaya penyelesaian dan memberikan bimbingan sesuai 

dengan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan evaluasi capaian kinerja dinas, 
dapat dilakukan rapat secara berkala sesuai dengan kebutuhan. 

 

Pasal 31 

(1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala unit kerja 

secara berjenjang kebawah. 

(2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, dapat menunjuk Sekretaris 

Dinas atau Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas sementara Kepala 

Dinas. 

(3) Pelaksanaan tugas sementara Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 
 

Pasal 32 

(1) Berdasarkan pertimbangan daya guna dan hasil guna, Kepala Dinas 
dan/atau pejabat di lingkungan dinas dapat mendelegasikan sebagian 

kewenangannya kepada pejabat dibawahnya. 

(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

BAB VI 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

 

Pasal 33 

(1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan 

fungsional di lingkungan  dinas,  ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(2) Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang 
berlaku. 

 

 



BAB VII 

ESELONISASI  
 

Pasal 34 

Eselonisasi jabatan di lingkungan Dinas, diatur sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau setara 

dengan eselon II.b. 

b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan jabatan administrator atau setara 

dengan eselon III.a. 

c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator  atau setara dengan eselon 

IIIb. 

d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas  atau 

setara dengan eselon IV.a.  
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 35 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 44 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton 

Selatan (Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016 Nomor 44), serta 
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan 

Struktural Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buton 

Selatan (Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2019 Nomor 36), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 36 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton 
Selatan. 

 

Ditetapkan di   Batauga 
pada tanggal   23   April     2021 

 
BUPATI BUTON SELATAN, 

 
 

 
 

LAODE ARUSANI 

Diundangkan di Batauga  

pada tanggal   23 April   2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN, 
 

 
 

 

   LA SIAMBO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2021 NOMOR : 12



LAMPIRAN :  PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN 

  NOMOR  :    12   TAHUN  2021 
  TANGGAL  :    23    APRIL  2021 

  TENTANG : TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMADAM 

KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  KABUPATEN 
BUTON SELATAN 

 

 
SUSUNAN ORGANSASI  

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN   

KABUPATEN BUTON SELATAN 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
BUPATI BUTON SELATAN, 

 

 
 

 
LAODE ARUSANI 

 
 

 

 

UPTD 

 
KEPALA DINAS  

Bidang 
 

Pencegahan  
 

Seksi 

 

Pencegahan dan Inspeksi 
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Peningkatan Kapasitas 
Aparatur 
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Pemberdayaan 
Masyarakat dan Dunia 
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dan Sarana Prasarana  
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